LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 02 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha
kepariwisataan merupakan salah satu potensi
yang saat ini sangat pesat perkembangannya di
Kota Samarinda dan sejalan dengan kebijakan
otonomi daerah dimana Pemerintah Propinsi
Kalimantan Timur telah menyerahkan urusan
kepariwisataan ~ kepada Pemerintah Kota
Samarinda dan saat ini menjadi kewenangan
urusan pilihan yang perlu penanganan dan
pengaturan secara konsisten, komprehensif
dan berkelanjutan ;



Mengingat

bahwa  dengan  semakin  meningkatnya
penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang
mempunyai  arti  dalam  pengembangan
ekonomi, sosial dan budaya, maka Pemerintah
Kota Samarinda perlu melakukan penertiban,
pembinaan, pengawasan tempat
penyelenggaraan usaha kepariwisataan  di
wilayah Kota Samarinda ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di
Kota Samarinda.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara
Nomor  352) sebagai  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 33427) ;



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108;
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan  Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3659) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82) ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01
Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah ;



15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06
Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di Lingkungan Kota Samarinda ;

16. Keputusan ~ Menteri ~ Kebudayaan  dan
Pariwisata Nomor : 012/MKP/W /2001
tentang Perijinan Usaha Kepariwisataan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KOTA
SAMARINDA.

BAB 1
KETENTUN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;



